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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat 

final dan mengikat bagi secara umum (erga omnes). Putusan 

inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) merupakan 

putusan bersyarat (conditional decision) yang paling banyak 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah 

satu putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016. Putusan tersebut adalah 

berkaitan dengan perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 61 ayat 

(1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Para 

pemohon dalam perkara a quo memohon agar Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk 

menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa“agama” 

tidak dimaknai juga “kepercayaan”. Para Pemohon dalam 

permohonan tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan- 

ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (legal 

uncertainty) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality 

before the law) dalam konteks Indonesia sebagai negara hokum 

(rechtstaats). 

Terdapat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana 

pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk 

Agama dan Kepercayaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

Bagaimana analisis siyasah terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum 

(ratio decidendi) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Conditionally Unconstitutional Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 

Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan. 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ( 

Library research ) dengan cara mengkaji terhadap peraturan 

Perundang-Undangan. Teknik pengupulan data dengan melakukan 

penelusura berbagai sumber data berupa dokumentasi, pemberitaan 

media sosial, buku, dan jurnal. 

Hasil Penelitian ini untuk menjamin hak konstitusional para 

Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat 

(5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata 

“agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU 

Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus 

dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 

ayat dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan 

kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi 

perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 

64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil para 

Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 

ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum. 

Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat 

kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, 

maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi 

penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan 

sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci. 

 

 

Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Mahkamah Konstitusi, Agama 
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MOTTO 

 

                               

                               

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat 

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui.” 

(Q.S Al-Baqarah:256 )  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan secara komprehensif terkait 

substansi dari judul skripsi, penulis terlebih dahulu akan 

diberikan penegasan serta pengertian terkait beberapa istilah 

agar tidak terjadi ambiguitas atau kerancuan perspektif dalam 

memahami skripsi yang berjudul, ANALISIS FIQIH 

SIYASAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN 

MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN.  

Berikut merupakan beberapa istilah yang akan diberikan 

penjelasan atau definisi secara lebih lanjut :  

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya 

terjadi. Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk mengkaji secara lebih mendalam suatu peristiwa atau 

fenomena untuk memperoleh pengertian atau pemahaman 

yang tepat.
1
 

2. Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara 

khusus memberikan penjelasan terkait seluk beluk 

pengaturan atas kepentingan umat manusia dalam 

kaitannya dengan urusan kenegaraan. Urusan-urusan 

tersebut. berkaitan dengan penetapan hakim, pembentukan 

peraturan perundang- undangan, dan penerapan suatu 

kebijakan.
2
 

3. Kepercayaan merupakan sistem keyakinan selain agama 

yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam 

Undang-Undang PNPS Nomor 1/PNPS/1965.  

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Edisi 

Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 58.  
2 Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran 

Ilmu Politik, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11. 
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4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3
 

Berdasarkan pengertian beberapa istilah tersebut, maka 

penulis akan meneliti tentang Analisis Siyasah terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor  97/PUU-XIV/2016 Tentang 

 Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.  

B. Latar Belakang 

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya 

bersifat final dan mengikat bagi secara umum (erga omnes).
4
 

Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengeluarkan putusan yang 

dapat menjadikan lembaga adjudikasikonstitusi di Indonesia 

tersebut bertindak sebagai Positive Legislator dan terjerumus 

dalam praktik Judicial Activism dengan membuat norma baru 

melalui dikeluarkannya putusan bersifat konstitusional bersyarat 

(Conditionally Constitutional) maupun inkonstitusional 

bersyarat (Conditionally Unconstitutional).
5
 Terhitung sejak 

tahun 2003 hingga akhir Desember 2018 terdapat 153 putusan 

bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 

rincian 17 putusan bersifat konstitutional bersyarat 

(Conditionally Constitutional) dan 136 putusan inkonstitutional 

bersyarat (Conditionally Unconstitutional). 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa putusan 

inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) 

merupakan putusan bersyarat (conditional decision) yang paling 

banyak dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia. Salah satu putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi. Pasal 1   
4 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi  
5 Hamdan Zoelva, “Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara 

(Pengalaman dan Praktik di Indonesia)”( Jakarta: Gramedia, 2011), 5.  
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Putusan  tersebut adalah berkaitan dengan perkara pengujian 

konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 

ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. Para pemohon dalam 

perkara a quo memohon agar Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menyatakan 

ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

frasa“agama” tidak dimaknai juga “kepercayaan”.
6
 Para 

Pemohon dalam permohonan tersebut menyatakan bahwa 

berlakunya ketentuan-ketentuan a quo bertentangan dengan 

prinsip kepastian hukum (legal uncertainty) dan perlakuan yang 

sama di hadapan hukum (equality before thelaw) dalam konteks 

Indonesia sebagai negara hokum (rechtstaats).
7
 

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan 

bahwa kata“agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  secara  

bersyarat  sepanjang  tidak   termasuk   “kepercayaan”.
8
 Selain 

itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga memutuskan 

bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukummengikat. Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung 

menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi obyek 

permohonan para pemohon dalam perkara tersebut selama ini 

memang melanggar prinsip-prinsip persamaan warga negara 

                                                           
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian 

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 31.  
7Ibid., 11-16. 
8Ibid., h. 154   
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dihadapan hukum dan pemerintahan. Terlebih Pasal 29 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang 

memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara untuk 

memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan 

yang diyakini.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “ANALISIS SIYASAH ATAS 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-

XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN MEMELUK AGAMA 

DAN KEPERCAYAAN”.   

C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

a. Bahwa adanya Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sangat berpotensi 

melanggar hak-hak dasar warga Negara untuk 

memeluk agama dan kepercayaan sesuai amanat 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”.  

b. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk 

Agama dan Kepercayaan, didasarkan pada permohonan 

uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan.  

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 tersebut prinsipnya mengabulkan 

permohonan a quo.   
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2. Batasan Masalah  

Tidak semua pembahasan tentang pembaruan hukum 

tata negara akan dikaji dalam penelitian ini. Karena 

terdapat banyak pembaruan hukum mengenai permasalahan 

ketatanegaraan yang jika dikaji akan sangat melebar dan 

jauh dari konsentrasi tema yang akan dikaji oleh penulis. 

Sementara tema atau pembahasan yang menjadi fokus 

penulis adalah tentang Analisis siyasah atas putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 

Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.  

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka 

penulis akan membatasi lingkup kajian penelitian ini 

dengan memfokuskan pada hal berikut :  

a. Analisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 

Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan 

Kepercayaan ?  

b. Analisis siyasah atas pertimbangan Hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 

tersebut ?  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah:  

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-

XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan 

Kepercayaan?  

2. Bagaimana analisis siyasah terhadap pertimbangan Hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-

XIV/2016 tersebut ?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum (ratio decidendi) 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Conditionally Unconstitutional Nomor 97/PUU-XIV/2016 

Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.  

2. Untuk mengetahui pandangan siyasah atas pertimbangan 

Hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan Nomor 

97/PUU-XIV/2016 tersebut.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

penjelasan terkait pertimbangan hukum (ratio 

decidendi) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan Conditionally Unconstitutional Nomor 

97/PUU-XIV/2016.  

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang 

bermanfaat bagi keilmuan hukum tata negara, 

khususnya terkait konstitusionalitas kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan 

bersyarat (conditionally constitutional) dan kebebasan 

memeluk agama dalam perspektif hukum positif serta 

siyasah.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil akhir dari penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, 

dan sosialisasi bagi civitas akademika Fakultas Syariah dan 
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Ilmu Hukum, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait 

dalam memahami prinsip kebebasan memeluk agama dalam 

perspektif Siyasah dan implikasinya pasca dikeluarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Masih Relevan 

Tinjauan Kajian Penelitian terdahulu yang masih relevan 

ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan 

kejujuran dari skripsi ini, selain itu hal tersebut sebagai 

antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun 

diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. 

Sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih 

dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. 

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang 

sama berkaitan dengan tema Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 Kebebasan Memeluk Agama Dan 

Kepercayaan ialah sebagai berikut:  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abraham Michael 

Setyagraha (2016) dengan judul‚ “Agama dan Kepercayaan 

dalam Perspektif UU PNPS tahun 1965”. Skripsi ini 

menjelaskan bahwa konflik agama dan Kepercayaan ini, 

umumnya terjadi antara masyarakat mayoritas dan minoritas 

dalam suatu lingkungan masyarakat. Dimana masyarakat 

minoritas seringkali dibatasi ruang gerak nya dalam lingkup 

menunaikan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat tidak selalu 

Islam menjadi mayoritas keberadaannya. Namun tidak sedikit di 

kawasan dan bagian tertentu negeri ini.Islam malah menjadi 

minoritas keberadaannya. Bhineka Tunggal Ika adalah simbol 

toleransi dan semangat persatuan bangsa ini yang seringkali 

terabaikan maknanya bila konflik dan masalah yang dipicu 

karena perbedaan agama dan kepercayaan ini muncul. 

Perbedaan agama dan kepercayaan yang sering sekali memicu 

konflik, kesadaran dan toleransi yang kurang terhadap 

kelompok-kelompok masyarakat minoritas, seringkali 

meruntuhkan semangat kebhinekaan dan menghancurkan 

pondasi persatuan bangsa ini.  



8 

 

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Hanung Sito Rohmawati 

(2015) dengan judul “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaan 

(Studi Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Dharma di Sanggar 

Candi Sapta Rengga”. Tesis ini menjelaskan bahwa kebijakan 

negara terkait hak-hak sipil penghayat Sapta Darma sudah ada 

beberapa kebijakan yang dapat mengakomodasi dan 

memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil penghayat. Seperti   

peraturan   yang   mengatur   empat   hak   sipil   mereka   yaitu:   

hak   untuk mencantumkan identitas agama di KTP, hak untuk 

mencatatkan pernikahan sesuai kepercayaannya, hak untuk 

lahan pemakaman sesuai kepercayaannya dan hak untuk 

mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi, dalam realitasnya 

kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara keseluruhan 

dikarenakan peraturan-peraturan tersebut tidak efektif apabila 

tidak diimbangi jaminan dan sosialisasi dari Pemerintah ke 

seluruh lapisan masyarakat.  

Dari kedua karya tersebut diatas bahwa terdapat persamaan 

pembahasan mengenai agama dan kepercayaan namun yang 

membedakan adalah tinjauan dari Analisis Siyasah terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 

tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.  

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka (library research), karena data-data yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh 

dari sumber-sumber seperti buku, kamus, jurnal, undang-

undang, putusan dan dokumen lainnya. Secara teoritis 

penelitian hukum terdiri atas Penelitian Hukum Normatif, 

Penelitian Hukum Normatif Empiris, dan Penelitian Hukum 

Empiris.
9
 Penelitian ini dengan judul  

                                                           
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,( Jakarta: Kencana, 2008), 5-35.  
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“ANALISIS SIYASAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG 

KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN 

KEPERCAYAAN” termasuk dalam kategori Penelitian 

Normatif sebagaimana berpostulat pada ketentuan hukum 

positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in 

concreto. Sehingga dalam melaksanakan penelitian penulis 

akan melakukan pengkajian mengenai segala doktrin dan 

norma yang berlaku secara positif dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan berkaitan dengan peristiwa penerapan 

hukum in concreto guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.   

Penerapan tersebut dapat dilihat melalui perbuatan 

dan/atau penerbitan dokumen hukum tertentu. Hasil 

penerapan hukum akan menimbulkan suatu pemahaman 

terkait dinamika atas implementasi ketentuan-ketentuan 

hukum. Penulis dalam penelitian ini akan memberikan 

penjelasan secara komprehensif terkait hukum sebagai suatu 

bagian dari disiplin ilmu yang bersifat preskriptif. Sifat 

penelitian ini adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, atau 

peristiwa sebagaimana adanya agar dapat mengungkapkan 

fakta (fact finding) yang sebenarnya. Pemilihan jenis 

penelitian hukum, yaitu penelitian normatif berimplikasi pada 

kebutuhan data yang diperlukan, yaitu data Sekunder 

sebagaimana diperlukan oleh penulis untuk menganalisis 

rumusan masalah yang ada. Data sekunder yang diperlukan 

oleh penulis terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Data Sekunder merupakan 

data yang diperoleh melalui proses penelusuran terhadap 

literatur kepustakaan.  

2. Sumber Data 

Sumber data adalah darimana data tersebut dapat 

diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

terbagi menjadi dua (2), yaitu data primer dan data sekunder.  
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a. Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam 

penelitian ini.Yakni Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016. 

b. Data sekunder yaitu data penunjang dari data primer 

yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.  

3. Pengumpulan Data 

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan 

data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan 

pustaka (dokumentasi), pengamatan atau observasi, dan 

wawancara atau interview. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau 

dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu 

masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, 

baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik 

cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan 

penelitian.   

Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan 

(bibliography study), yaitu pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum 

(law material) terdiri atas bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode 

dokumentasi dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian 

hukum a quo guna mengkaji terkait konsep kebebasan 

beragama dalam Islam menurut perspektif siyasah.   

Selain itu, metode dokumentasi juga digunakan untuk 

mengetahui justifikasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam melakukan penemuan hukum (rechtvindings) 

mengeluarkan putusan bersyarat (conditional decision), 

khususnya putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional) pada Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.  
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4. .Pengolahan Data 

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang 

diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun 

lapangan, maka diolah secara sitematis, sehingga menjadi 

hasil pembahasan dan penggambaran data.  

Pemeriksaan data (Editing) bertujuan untuk mengurangi 

kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban 

tentang kondisi objektif yang dialami oleh buruh.  

Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci 

dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah 

dipahami.  

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterpresentasikan.  

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.  

5. Analisis 

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini 

menggunakan teknik berfikir induktif, yaitu teknik analisis 

data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang 

bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang 

bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, 

kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa 

kualitatif.  

I. Kerangka Teoritik 

Berkaitan dengan penelitian ini ada teori yang 

digunakan yaitu teori Fiqih Siyasah, untuk menganalisa 

terkait dengan adanya Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama 

dan Kepercayaan.  
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Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal 

ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 

serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
10

 

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, 

siyasatan ) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah 

atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 

tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan 

atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.  

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 

bahwa siyasah adalah pengaturan perundangundangan yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.
11

 

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia 

dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki 

otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan ( pemuka agama ) 

Zoroaster ( Majusi ). Setelah mengalami penyerapan ke 

dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang 

pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut 

istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis ( 

konvensi ) maupun yang tertulis ( konstitusi ) .  

                                                           
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah‚ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, 177. 
11Ibid 
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Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah 

suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar 

sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata 

aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai 

syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-

undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-

masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam 

dalam hukum-hukum syari’at yang telah dijelaskan oleh al-

Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, 

ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, 

siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan 

dengan nilai-nilai syariat.
12

 

 

                                                           
12 A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-rambu Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2013 ), cet. ke-5, 47. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat 

majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata Fiqih dan al-siyasi. 

Secara etimologi, Fiqih merupakan bentuk masdhar dari tashrifan 

kata faqiha-yafqahu-Fiqihan yang bermakna faham.
1Fiqih berarti 

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fiqih secara 

istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan 

hukum-hukum syara‟ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya 

secara terperinci”.
2Siyasah berasal dari kata bahasa Arab  yang 

berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.
3Siyasah juga 

berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut 

kebijaksanaan.
4Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan 

manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa 

arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 

membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.  

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli Fiqih 

tentang asal usul kata siyasah, yaitu :  

1. Al-Maqrizy, Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni 

dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah 

diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut 

didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis 

Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan 

                                                           
1 Wahbah al-Zuhaylî, Ushul al-Fikih al-`Islami (Damaskus: Dar al-

Fikr, 2001) vol. 1, 18. 
2Ibid., 19 
3 Louis Ma‟luf, Munjid fi al-Lughah wa al-A‟lam (Beirut: Dar al-

Masyriq, 1986), h.. 362 dan Ibnu Manzhur, Lisan Al-Arab, Vol. VI (Beirut: 

Dar al-Shadir, 1968), h. 108. 
4 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasat Al-Syar‟iyat (Al-Qahirah: Dar Al-

Anshar, 1977), 4-5. 
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negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku 

pindak pidana tertentu.  

2. Ibn Taghri Birdi, Siyasah berasal dari campuran dari tiga 

bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si 

dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki 

dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga 

dimaknai sebagai hukum atau aturan. 

3. Ibnu Manzhur, menyatakan siyasah berasal dari Bahasa 

Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, 

yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih 

binatang, khususnya kuda. 

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik 

dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur 

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul 

Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang 

yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan.  

Fiqih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar‟iyyah. 

Siyâsah syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai arti :  

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan 

mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk 

mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap 

pemerintahan.
5
 

2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan 

manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang 

dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan 

datang, serta mengatur permasalahan mereka.
6
 

                                                           
5Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah alBujairimi „ala al-

Manhaj (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, 178. 
6 Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah bi alKuwait, Al-

Mausu'at al-Fikihiyyah (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.) vol. 

25, 295. 
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3. Imam Ibn „Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan 

menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di 

dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik 

secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, 

maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan 

(pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, 

siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari 

pemegang kekuasaan.
7
 

4. Ahmad Fathi, Fiqih siyasah adalah Pengurusan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
8
 

5. Ibnu‟Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa 

Fiqih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia 

lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh 

menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun 

Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak 

membimbingnya. 

6. Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar‟iyah adalah 

pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam 

yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari 

kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan 

prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai 

dengan pendapat para imam mujtahid. 

7. Abdur Rahman Taj, siyasah syar‟iyah adalah hukum-hukum 

yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir 

urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai 

dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk 

merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-

masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash 

tafshili yang juz‟iy dalam alQur‟an dan Sunnah.  

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki 

persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus 

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan 

membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya 

                                                           
7 Ibn „Abidîn, Radd al-Muhtar „ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar 

Ihya` al-Turats al-„Arabî, 1987), vol. 3, 147. 
8 Ahmad Fathi Bahantsi, al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari‟at al-

Islamiyah, (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, 178. 



17 

dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa 

wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan 

yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan 

umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada 

pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, 

segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib 

ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak 

bertentangan dengan jiwa syariat. Siyasah juga biasa diistilahkan 

politik. Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang 

menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata 

politic berarti acting or judging wisely, well judged, prudent.
9
 

Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 

pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan 

sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara 

lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau 

menangani suatu masalah).
10

 Jadi, politik adalah cara dan upaya 

menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-

undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang 

merugikan bagi kepentingan manusia.
11

 

Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :  

1. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang 

menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat 

dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah 

tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.
12

 

2. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan 

umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan 

tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi – 

                                                           
9 Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner‟s Dictionary 

of Current English (London: Oxford University Press, 1974), . 645. 
10 Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1983), 763. 
11Abdurrahman Taj, al-Siyasat alSyar‟iyah wa al-Fikih al-Islamiy (Mishr: Dar 

al-Ta‟lif, 1953), 32. 
12Ibid. h. 78 
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melakukan muhasabah terhadap- pemerintah dalam 

melakukan tugasnya.
13

 

3. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari 

Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur 

Negara. Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah 

seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.
14

 

4. Deliar Noer mendefenisikan politik sebagai segala aktifitas 

atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang 

bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau 

mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.
15

 

5. Miriam Budiarjo memaknai politik itu sebagai bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) 

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari 

system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu 

menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan 

bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).
16

 

Para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat tentang 

terminologi politik, oleh karenanya digunakanlah pengertian 

politik dengan pendekatan holistik. Hasilnya ditemukan secara 

parsial dan implisit 3 unsur pokok, yaitu  

1. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan 

2. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan  

3. Kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana 

pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak 

dicapai. 
17

 

                                                           
13J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (cet. V; 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 27. 
14 Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran Politik Al-Qur‟an (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3. 
15 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat (Jakarta: Rajawali, 

1988), 6. 
16 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 

1982), 8. 
17 Andi Rasdiyanah, Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya 

Bugis Makassar, “Makalah” disampaikan dalam Seminar Nasional dalam 

rangka Dies Natalis ke-33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998, 3. 
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Berdasarkan pendekatan itupula dapat dirangkum unsur-unsur 

politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Abd. 

Muin Salim sebagai berikut :  

1. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan 

pemikiran manusia, secara sendiri sendiri atau bersama, yang 

ditransfor-masikan menjadi ideologi politik). 

2. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan 

kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan 

politik dan penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain 

mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.  

3. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar 

keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan 

negara bersangkutan.  

4. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai 

fungsi-fungsi politik. 

5.  Subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan 

yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan 

masyarakat. 

6. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara 

ataupun tujuan akhir. 

7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan 

aktifitas-aktifitas politik.
18

 

Bertolak dari pengertian di atas, politik merupakan tanggung 

jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat 

secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat didalamnya musuh 

perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. 

karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan 

urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada 

kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. 

Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-

hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai 

pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa 

berada dalam rel hukum syara. Politik tidak hanya sebatas 

kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar 

                                                           
18 Abd. Muin Salim, Konsep Kekuasaan Politik Dalam AlQur‟an 

(Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), 51-52. 
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negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi 

terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau siyasah 

adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai 

kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat 

luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia 

domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal 

dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik 

memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik 

praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk 

kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk 

kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih 

panjang. 

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis 

maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqih 

siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara 

dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan 

lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara 

maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam 

berbagai bidang kehidupan.
19

 Dari pemahaman tersebut, tampak 

bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek 

pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan bahwa 

objek kajian siyasah adalah “Objek kajian siyasah adalah 

pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari 

jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian 

penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh 

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash 

dari nash-nash yang merupakan syariah „amah yang tetap.”  

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab 

Khallaf yaitu “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan 

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 

dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, 

pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, 

                                                           
19 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2003),46. 
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pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, 

hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban 

masing-masing dalam mencapai tujuan negara.
20

 

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian siyasah syar‟iyyah 

timbul beberapa persoalan. Tentu saja, persoalan dapat diperluas 

seluas ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu sendiri. Sebagai 

contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus mendapat 

pengaturan? bagaimana pengaturan hubungan antar warga negara 

dengan lembaga negara Islam dan warga negara dengan lembaga 

negara lain. Baik yang Islam maupun non Islam? 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka 

dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa 

pembidangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembidangan yang 

diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang 

diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, 

membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu: 

1. Siyasah Dusturriyah Syar‟iyyah  

2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah  

3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah 

4. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah 

5. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah 

6. Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah/Siyasah Dawliyah 

7. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 

8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah  

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari 

kurikulum fakultas syari‟ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 

empat bidang, yaitu:  

1. Fiqh Dustury  

2. Fiqh Maliy 

3. Fiqh Dawly  

4. Fiqh Harbiy  

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup fiqh siyasah dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.Pertama yaitu politik 

perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah).Bagian ini meliputi 

                                                           
20 http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-

siyasah.html, ( Diakses pada 26 Desember 2022) 
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pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri‟iyyah) oleh 

lembaga legislatif, peradilan (Qadla`iyyah) oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh 

birokrasi atau eksekutif.
21

 

Kedua yaitu politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah 

Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara 

warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang 

bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah 

peperangan (Siyssah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, 

dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan 

perang, dan genjatan senjata.  

Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (Siyasah 

Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan 

negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 

internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan 

perbankan.
22

 Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya 

dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. 

Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai 

dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan 

manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.
23

 

Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan 

antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:  

1. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara 

warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan 

warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-

batas administratif suatu negara.
24

 Jadi, permasalahan di 

dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. 

Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh 

                                                           
21 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007) 13. 
22Ibid, 14 
23 https://berlinang.wordpress.com/2012/07/09/fiqih-siyasah-dalam-

kajian-oleh-duscikceolah/, (Diakses pada 26 Oktober 2022) 
24 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2003),48. 
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karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya 

dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut siyasah 

dusturiyyah yaitu Negara Indonesia, Ira‟ dan lain-lain. 

Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas 

kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA 

Kelahiran. 

2. Fiqh siyasah dauliyyah, Dauliyah bermakna tentang daulat, 

kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siyasah 

Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk 

mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah 

territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan 

tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu 

juga mengurusi masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, 

akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, 

dan qishash. Fiqh yang mengatur antara warga negara 

dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga 

negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh Negara 

yang menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, 

Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya 

penduduknya beragama Islam. Misalnya: NATO PBB. 

3. Fiqh siyasah maliyyah, fiqh yang mengatur tentang 

pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik 

negara.
25

 Maka, dalam fiqh siyasah ada hubungan di antara 

tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau 

kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok 

besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan 

saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh 

siyasah ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan 

yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua 

kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan 

                                                           
25 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 49. 
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miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut 

fiqih maliyyah adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN 

(Rancangan Anggaran Pendapatan Negara). 

Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat, dan pada giliran 

mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip syar‟iah yang umum atau dalil-dalil yang kulliy. 

 

B. Obyek Kajian Fiqih Siyasah 

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu Fiqih yang mengkhususkan 

diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal 

dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. 

Sebagai sebuah ilmu, Fiqih siyasah mempunyai obyek kajian. 

Objek kajian Fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah 

membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus 

negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.
26

 Menurut 

Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan 

pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak 

diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah 

amma.
27

 Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan 

memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan 

menetapkan hukum yang adil.
28

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek 

pembahasan Fiqih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah 

terlalu prinsip, karena hanya bersifat tekhnis. Di antaranya :  

1. Al-Mawardi : Obyek kajian Fiqih siyasah mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter 

(siyasah maliyah), peradilan (siyasahqadhaiyah), hukum 

                                                           
26 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah (Kairo: Dar Al-

Anshar, 1977),  5.. 
27 T.M. Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar‟iyah 

(Yogyakarta: Madah, t.th.), 28. 
28 Ibnu Taymiyah, Al-Siyasah al-Syar‟iyah fi Ishlah al-Ra‟I wa al-

Ra‟iyah (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.tp), 4. 
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perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah 

idariyah).
29

 

2. Ibnu Taymiyah : Obyek kajian Fiqih siyasah ada 4, yaitu 

peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan 

internasional.
30

 

3. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian Fiqih siyasah terbagi 8, 

yaitu : Siyasah dusturiyah syar‟iyyah (politik perundang-

undangan), siyasah tasyri‟iyyah syar‟iyyah (politik hukum), 

siyasah qadhaiyah syar‟iyyah (politik peradilan), siyasah 

maliyah syar‟iyyah (politik ekonomi), siyasah idariyah 

syar‟iyyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar‟iyyah 

(politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar‟iyyah 

(politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah 

harbiyah syar‟iyyah (politik peperangan). 

4. Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian Fiqih 

siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-

undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan 

siyasah maliyah (keuangan negara).
31

 

Secara garis besar, objek kajian Fiqih siyasah adalah :  

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman 

dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat 

2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan 

kemaslahatan 

3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban 

masing-masing dalam mencapai tujuan negara.  

Dari beberapa uraian ilmuan di atas, tampak obyek kajian 

Fiqih siyasah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf 

lebih sederhana.  

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah), meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, 

                                                           
29 Al-Mawardy, Al-Ahkam al-Shulthaniyah (Beirut: Dar AlFikr, t.tp), 

57. 
30 Ibnu Taymiyah, Al-Siyasah al-Syar‟iyah fi Ishlah al-Ra‟I wa al-

Ra‟iyah (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.tp). 98. 
31 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah (Kairo: Dar Al-

Anshar, 1977), 4. 
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peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi 

pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. 

2. Politik luar negeri (siyasah dawliyah), meliputi hubungan 

keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara 

non muslim yang berbeda kebangsaaan (hukum perdata 

internasional), hubungan diplomatik atar negara muslim dan 

non muslim (hubungan internasional).
32

 

3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyah), meliputi 

sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan 

belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-

hak publik, pajak dan perbankan. 

 

C. Hak-Hak Umat Dalam Konsep Fiqih Siyasah 

1. Hak Memilih Kepala Negara  

Hak memilih adalah hak tiap warga negara untuk memilih 

bakal calon dalam suatu pemilihan baik pemilihan presiden 

(kepala negara), wakil presiden, gubernur dan jabatan politik 

lainnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, 

sedangkan definisi dari kepala negara adalah sebuah jabatan 

individual yang mempunyai peranan penting sebagai wakil 

tertinggi dari sebuah negara seperti Republik, Federasi, Monarki, 

persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.
33

 Individu yang terpilih 

dalam jabatan ini, maka dialah kepala negara dalam syara‟ 

disebut baiah, dan hak baiah ini adalah hak setiap muslim baik 

laki-laki ataupun perempuan. Tercatat dalam sejarah Islam, 

pemilihan kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada 

masyarakat dalam pelaksanannya, hal ini Islam tidak memberikan 

mekanisme yang baku dalam proses pemilihannya. Ada beberapa 

persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara dalam Islam 

telah diatur dalam kajian ilmu Islam, adapun mekanismenya 

disesuaikan dengan perkembangan zaman, contohnya ketika Nabi 

                                                           
32 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah (Kairo: Dar Al-

Anshar, 1977), 5. 
33 Sarianni, Skripsi: “Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara 

Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia”, 

(PadangSidimpuan: Institut Agama Islam Negeri PadangSidimpuan, 2018), 

27. 
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Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam wafat, pemilihan 

Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti beliau dilakukan dengan 

kesepakatan umat, sementara Khalifah Umar bin Khattab 

dilakukan dengan penunjukan langsung oleh khalifah 

sebelumnya, pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dilakukan 

oleh satu dari mereka untuk men jadi seorang kepala negara, 

semntara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan 

kesepakatan umat waktu itu.
34

 

 

2. Hak Dipilih  

Hak dipilih adalah hak yang dilindungi dan diakui 

keberadaanya dalam syariat Islam, setiap warga negara berhak 

terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Secara umum, setiap 

orang memiliki hak untuk menempati jabatanjabatan publik tidak 

seorang pun menghalanginya, hal tersebut tidak berlaku bagi 

seseorang terhadang oleh aturan administratif seperti keharusan 

memiliki jenjang akademik, memiliki aturan tertentu dan syarat-

syarat administratif lainnya.
35

 Perbincangan penting lainnya 

berkaitan dengan keterbatasan hak minoritas Non Muslim di 

negara Islam, para ahli hukum tata negara Islam menyebutkan 

bahwa minoritas Non Muslim di negara Islam tidak memiliki hak 

penuh dalam bidang politik.
36

Pembatasan ini terkait dengan 

realita politik, bahwa kelompok Non Muslim adalah pihak yang 

memosisikan diri sebagai lawan terhadap pemerintah oleh sebab 

itu ,pembatasan hak politik Non Muslim di negara Islam 

merupakan fakta yang diangkat dari realita politik, dalam Islam, 

Mengenai hak dipilih sebagai kepala negara Islam tidak 

                                                           
34 Sutisna, “ Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan 

Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 

1, no. 1 ( Desember, 2017): 1 , https:// jurnal. staialhidayahbogor. Ac.id/ 

index.php/ am/ article/view/112. 
35 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, (Jakarta: Pustaka 

Setia, 2010), 63. 
36 Misran, Skripsi: “Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al- 

Mawardi dan Al- Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim” (Banda 

Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018): 

73. 
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memberikan hak kepada Non Muslim untuk menduduki kepala 

negara , hal ini tidak dapat di pegang oleh mereka karena 

menyangkut bidang keduniawian sekaligus bidang keagamaan. 

3. Hak Berserikat  

Hak berserikat didefinisikan sebagai hak seseorang untuk 

bergabung dengan suatu kelompok dan juga meninggalkan 

kelompok secara sukarela, Islam telah memberikan hak kepada 

orang-orang untuk bebas berserikat dan membentuk partai atau 

organisasi, hal ini tunduk pada aturan umum tertentu. dilakukan 

untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan bukan untuk 

menyebarkan kejahatan dan kekacauan.
37

 Kebebasan berserikat 

dan berkumpul ini disebutkan dalam AlQur'an, tetapi Al-Qur'an 

menganggap perlunya pribadi manusia untuk mengambil bagian 

aktif dalam urusan rakyat. Urusan masyarakat yang mengajak 

manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan serta 

beriman kepada Allah SWT. Islam adalah agama yang 

mewajibkan pergaulan atau diistilahkan dengan berjamaah, setiap 

muslim selalu membekali diri untuk menegakkan panggilan Allah 

dengan shalat berjamaah, dalam ajaran Islam melalui 

musyawarah. 

 

D. Kebebasan Beragama 

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang 

harus dilindungi dan wajib dihormati antara sesama manusia. 

Seperti yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”.  

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas telah 

tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan 

                                                           
37 Usman El-Qurtuby, Al-Qur‟an Hafalan Mudah Terjemahan dan 

Tajwid Warna, ( Bandung: Cardoba,2018), 487. 
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kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu segala bentuk 

pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental 

maupun secara fisik harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di 

bumi ini khususnya di Indonesia.  

Pasal lain juga disebutkan, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang 

berbunyi :“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 

diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.  

Serta pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 

sesuai dengan hati nuraninya”. Begitu juga disebutkan dalam 

pasal 28I ayat (1) yang berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk 

tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

menyatakan :  

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaanya itu.  

Pada prinsipnya pengakuan konstitusi diatas memberikan 

landasan hukum bahwa kebebasan beragama dan menjalankan 

ibadah sesuai dengan ajaran agamanya telah dijamin oleh 

konstitusi dalam mewujudkan ide-ide Hak Asasi Manusia 

didalamnya. Banyak dokumen internasional tentang HAM telah 

menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi 

Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 

26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan 

beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang 
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mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, 

termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan 

menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan 

beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam 

kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil 

dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, 

pada 3 Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang 

disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM 

PBB tersebut.  

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 

Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara 

pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati 

kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan 

anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama 

mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau 

Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga 

dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan 

menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan 

berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun 

pengajarannya.  

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. 

Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan 

Internasional tentang tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB 

melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia 

terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi 

semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan 

etnis dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang 

penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti 

termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7.  

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa 

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 
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dan manusia serta lingkungannya. Pada dasarnya agama 

mempunyai tujuan membina manusia agar menjadi 4 lebih baik 

(sehat jasmani dan rohani). Disamping itu agama juga 

mengajarkan kepada pemeluknya keharusan menghormati sesama 

manusia,serta pentingnya hidup damai dan harmonis di antara 

sesama.  

Menurut Komaruddin Hidayat, tipologi sikap keagamaan 

terdiri dari lima tipe, yaitu ekslusivisme, inklusivisme, pluralisme, 

ekstektivisme, dan universalisme. Ekslusivisme adalah sikap 

keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar 

adalah agama yang dipeluknya, yang lainnya sesat.
38

 

Insklusivisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa 

di luar agama yang dipeluknya, juga terdapat kebenaran, 

meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. 

Pluralisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa 

secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai realitas 

niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat 

misionaris dan dakwah dianggap “tidak relevan”. Eklektivisme 

adalah sikap keagamaan yang berusaha memilih dan 

mempertemukan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan 

cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama 

menjadi semacam mozaik eklektik. Universalisme adalah sikap 

keagamaan yang berpandangan bahwa pada dasarnya semua 

agama adalah satu dan sama, hanya karena faktor historis yang 

menyebabkan agama tampil dalam format yang plural. 

Dalam Pasal 28E ayat (2) juga dijelaskan bahwa meyakini 

suatu kepercayaan adalah hak setiap individu sesuai dengan hati 

nuraninya, dan juga menyatakan sikap dan pikiran, sehingga hal-

hal tersebut tidak boleh dipaksakan. Setiap orang mempunyai 

pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal, baik itu yang 

berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan 

dengan keyakinannya atas suatu kepercasyaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa.  

                                                           
38Ibid.h. 97 
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Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa hak-hak sipil-

politik sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar 

yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia memiliki hak sama 

sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk 

mengaktualisasikan hak-haknya berikut mengartikulasikan 

aspirasinya secara obyektif. Karena itu, tidak ada alasan untuk 

mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan HAM.
39

 

Semua manusia berkedudukan sama, di mana semuanya 

dha‟if (lemah), namun sekaligus semuanya sama-sama kuat 

karena dianugerahi Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh 

karena itu, adanya keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, 

secara diametral juga mengembangkan doktrin persamaan 

kemanusiaan atau paham egalitarianisme dalam kehidupan 

bermasyarakat.Sikap toleransi yang selama ini menjadi 

kebanggaan Indonesia kini telah mulai menghilang sedikit demi 

sedikit. Hal tersebut dapat terlihat ketika banyak sekali aksi-aksi 

yang mengintimidasi suatu kelompok minoritas. Kebebasan 

beribadah adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu 

atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan 

dalam ruang pribadi atau umum.  

Hak dan kebebasan beribadah bagi kaum minoritas di 

Indonesia kembali terancam. Setelah penganut Ahmadiyah dan 

Kristen, kini warga Syiah mengalami ancaman yang sama. 

Pesantren Misbahul Huda yang menjadi pusat keagamaan warga 

Syiah di dusun Nangkrenang, Desa Karanggayam, Kec. Omben, 

Kab. Sampang, Madura dibakar massa hingga rata dengan tanah. 

Akibat pembakaran massa yang mengaku dari kelompok ahlus 

sunnah wal jamaah itu, barang-barang seisi rumah itu tidak 

terselamatkan dan tak tersisa sama sekali. Sementara massa 

penyerang yang diduga berasal dari lima desa se kecamatan 

Omben itu sampai sekarang belum ditangkap. Meski sudah 

berukangkali dihubungi, sampai massa mulai melakukan 

                                                           
39 M Falikul Isbah & Moh. Taufiqul Mujib, Pelanggaran Hak 

Kebebasan Beragama Dan Bleeming The Victims, 2004, Hak Asasi Manusia 

(Online), http://www.icrp-online.org, diakses tgl 8 Januari 2023. 
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pembakaran, hanya ada dua personil keamanan yang datang ke 

lapangan. Satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang 

tentara dari Koramil Omben. Akhirnya pada pukul 09:15 WIB 

massa berjumlah lima ratusan orang yang didatangkan dari lima 

desa itu dengan leluasa membakar Pesantren Tajul Muluk. Dua 

personel polisi yang datang tidak melakukan tindakan apapun 

kecuali merekam aksi pembakaran dengan menggunakan kamera 

handphone. Pesantren itu terdiri atas toko kelontong, gedung 

taman kanak-kanak, musala, asrama santri, dan rumah Tajul 

Muluk. Menurut Iklil, sekitar pukul 10.30 WIB, saat hampir 

separuh Madrasah terbakar, sebenarnya 25 anggota Brimob 

bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Namun, sayangnya 

mereka juga tidak melakukan tindakan pencegahan apapun, 

bahkan sebagian asyik duduk-duduk di Mushalla dekat 

Madrasah. Mereka terkesan menunggu semua bangunan itu 

terbakar semua, setelah itu baru mulai bergerak. Belum usai 

pembakaran terhadap pesantrean Tajul, satu jam berselang massa 

yang membawa parang dan celurit juga melakukan pembakaran 

terhadap rumah Iklil Milal yang terletak di Dusun Gading Laok, 

Desa Blu‟uran, Kec Karangpenang yang kurang lebih berjarak 

dua kilo meter dari rumah Tajul. Tidak hanya itu, massa juga 

membakar Rumah Ummuh Hanik, adik kandung Tajul. Meski 

selama proses pembakaran berlangsung, Polisi nampak dengan 

sengaja melakukan pembiaran, tapi Iklil mengaku terus berupaya 

menenangkan jamaahnya yang berkumpul di rumah Tajul agar 

tidak melakukan tindak perlawanan.
40

 

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling 

asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu 

langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makluk 

ciptaan Tuhan. Disamping negara harus menjamin hak-hak warga 

negaranya untuk menjalankan ibadahnya (Eksternum freedom) 

sesuai dengan keyakinannya masing-masing.  

                                                           
40 Oemar Seno Adji , Hukum Pidana Pengembangan, (Jakarta:, 

Penerbit Erlangga,1985),  96. 
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Kejadian diatas tersebut membuat kesepakatan dari 

pemerintah, lembaga pemerintah, maupun lembaga non 

pemerintah yang dalam mengeluarkan suatu peraturannya dengan 

secara langsung maupun tidak langsung telah cenderung 

membatasi kebebasan beragama secara universal. Diantaranya 

adalah yang baru-baru ini menjadi sorotan, yaitu tentang 

keluarnya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang “aliran 

sesat terhadap 4 Syiah” dengan No. Kep-01/SKF-

MUI/JTM/I/2012 yang sempat menarik perhatian banyak 

kalangan maupun masyarakat di Indonesia.  

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang 

sangat dekat dengan rakyat karena organisasi tersebut terbentuk 

dari kumpulan para ulama yang terdapat di masyarakat. 

Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, 

sehingga dalam ajaran Syariah Islam, umat Islam harus tunduk 

dan patuh pada peraturan yang terdapat dalam Al- Qur‟an dan 

Sunnah Rassul. Begitu juga umat Islam juga harus patuh dan taat 

kepada Imamnya. Sebagai wadah musyawarah para ulama dan 

cendikiawan muslim, MUI telah menunjukkan perannya di 

tengah-tengah kehidupan beragama dan berbangsa. Peran 

siknifikian MUI di Indonesia yang akan menjadi pembicaraan 

dalam penelitian ini adalah sebagai pemberi fatwa (mufti) yang 

terkait dengan peran lainnya yakni: ahli waris tugas para nabi, 

pembimbing dan pelayan ummat, penegak amar makruf nahi 

mungkardan sebagai pelopor gerakan islah.Dalam rentang waktu 

yang panjang,fatwa MUI tentang aliran yang dianggap sesat telah 

banyak di keluarkan. Aliran-aliran atau paham yang mendapat 

fatwa sesat MUI secara garis besar karena dinilai bertentangan 

dengan Al- Quran dan Hadits.  

Agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang 

memiliki kemampuan menjelaskan dan mengkonstruksikan 

kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia 

juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang mampu menjadi 

“Kontra-Diskursus” atau “Kontra-Hegemoni” terhadap ideologi 
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dan tindakan-tindakan dominan yang ada.
41

 Oleh karena itu 

sering kali agama dijadikan sebagai pelindung bagi pemeluknya 

bila terjadi suatu permasalahan. Di dalam agama Islam, wajib 

hukumnya untuk seorang ulama untuk melindungi umat Islam 

begitu juga agama selain Islam dan masyarakat pada umumnya. 

 

                                                           
41 Muhammad As Hikam, Demokrasi Dan Civil Society, (Jakarta, : 

Pustaka LP3ES Indonesia, 1999), 134. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta 

pembahasan mengenai Analisis Siyasah Atas Pertimbangan 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 

97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan 

Kepercayaan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh 

karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) 

UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan 

dari kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 

ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut 

Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka 

dengan sendirinya Pasal 61 ayat dan Pasal 64 ayat (5) UU 

Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan 

juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan 

kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) 

UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan 

karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Dengan demikian dalil para Pemohon tentang 

inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) 

UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut 

hukum. Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat 

jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat 

Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman 

elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat 

kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang 

bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa 

merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun 

KTP-el, begitu juga dengan peganut agama lain. 

2. Siyasah merupakan ilmu yang berkaitan dengan mengatur 

dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan 

bernegara dengan membimbing mereka kepada 
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kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu “Objek pembahasan 

ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan 

yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya” Secara hukum, Mahkamah 

Konstitusi memang didirikan untuk memfasilitasi 

masyarakat yang dirugikan hak nya karena berlakunya 

suatu Undang-undang. Sehingga secara teori siyasah 

sudahlah tepat Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk 

seluruhnya terhadap permohonan uji materi para pemohon 

untuk menjawab rasa ketidak adilan atau diskriminasi yang 

dialami oleh para pemohon karena berlakunya Pasal 61 

ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi 

Kependudukan. 

 

B. REKOMENDASI 

Bahwa dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah 

menyelesaikan pembahasan penelitian ini, penulis memberi 

saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif 

yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat 

penulis berikan antara lain: 

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara bertugas 

untuk menjaga konstitusi agar dapat mengakomodir 

kepentingan seluruh masyarakat Indonesia seharusnya 

mampu melihat dan mempertimbangkan dalil para 

pemohon dengan objektif dan subtansial. Bukan sebatas 

procedural. Sehingga putusan-putusan yang dilahirkan 

benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan bagi selruh 

rakyat Indonesia. 

2. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang telibat 

didalam lembaga swadaya masyarakat, mempunyai 

tanggung jawab untuk mendampingi  masyarakat 

khususnya yang minim akan pengetahuan mengenai hak-

haknya dimuka hukum, sehingga mendapatkan haknya 

dengan baik.  
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